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Alhamdulillahhirobil alamin Segala puji dan syukur untuk Allah SWT, atas
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Untuk karya saya yang telah selesai dengan kerja keras ini, maka
kupersembahkan untuk Ayahanda tercinta ayah M. Slamet dan ibu Deshy
Mardikowati berkat mereka lah apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu
mengganti semua yang telah mereka berikan seperti kebaikan, dukungan baik
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sudah offline yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Terimakasih kepada
sahabat dan keluarga ku yang tiada hentinya mendoakan aku dalam mengerjakan
skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan.
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ABSTRAK

Peraturan pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (10) “Untuk mengisi
kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan
pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan.” Selain itu, menurut Peraturan Mentri Ada pula
dalam ketentuan penunjukkan kepala wilayah termuat dalam ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubahdengan
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan WakilBupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Pasal 4 Ayat 2 tentang cuti di luar
tanggungan negeri, yang menyatakan bahwa “penjabat gubernur berasal dari pejabat
pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat/ provinsi.” Dalam
Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,saat ini
menjadi pertentangan dan perdebatan dalam masyarakat. Oleh karenanya, timbullah
dua pengembangan permasalahan dari penelitian ini yakni, alasan yang mendasari
anggota TNI-Polri menjadi pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan Pasal 201 UU
No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan apakah nantinya timbul
kembali pengaktifan dwifungsi ABRI akibat dari penelitian ini. Jika dilihat dari
sejarah dan peraturan perundangan yang mengatur terkait hal tersebut, dapat
disimpulkan penelitian ini tidak akan menimbulkan pengaktifan kembali tugas
dwifungsi ABRI dan kemunduran sitem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : PIt Kepala Daerah, TNI-POLRI, Dwifungsi ABRI
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ABSTRACT

Regulations for the appointment of acting regional heads have been regulated in
Law Number 10 of 2016 concerning Pilkada Article 201 paragraph (10) "To fill the
vacancy in the position of Governor, an acting Governor is appointed from a mid-
high leadership position up to the Governor's inauguration in accordance with
statutory provisions. -invitation." In addition, according to the Ministerial
Regulation, there are also provisions for appointing regional heads contained in the
provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 74 of 2016 as
amended by the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning
Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 74 of 2016
concerning Leave at Out of State Accounts for Governors and Deputy Governors,
Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors in Article 4
Paragraph 2 concerning leave outside the state's responsibility, which states that
"acting governors come from high-middle/level leadership officials within the
scope of government center/province.” In Article 201 paragraph (10) of Law
Number 10 of 2016 concerning Pilkada, there is currently conflict and debate in
society. Therefore, two developing problems emerged from this research, namely,
the reasons underlying TNI-Polri members becoming executors of regional heads
based on Article 201 of Law no. 10 of 2016 concerning Regional Head Elections and
whether later the re-activation of the ABRI dual function will arise as a resultof this
research. When viewed from history and the laws and regulations related tothis
matter, it can be concluded that this research will not lead to the reactivation of the
dual function of ABRI and the decline of the democratic system in Indonesia.

Keywords : Acting regional head, TNI-POLRI, dual-function ABRI
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